







A. Simpulan  
Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini, 
penulis menyimpulkan : 
1. Eksistensi aturan hukum positif sebagai landasan dalam pelaksanaan 
proses diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum saat 
ini pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan diversi 
karena belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara musyawarah 
diversi dan mengenai kriteria fasilitator pada tahap penyidikan dan 
penuntutan sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan 
belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kriteria fasilitator. 
2. Upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam 
penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka 
optimalisasi proses diversi yakni dengan segera menyiapkan ketentuan 
terkait tata cara musyawarah diversi dan mengenai kriteria fasilitator, 
pengembangan sumber manusia manusia aparat hukum baik penyidik, 
penuntut umum dan hakim melalui pelatihan dan perbaikan sarana dan 








1. Pihak kepolisian dan kejaksaan harus segera menyiapkan ketentuan 
internal terkait tata cara musyawarah diversi dan mengenai kriteria 
fasilitator untuk mendukung pelaksanaan upaya diversi. Bagi pihak 
pengadilan untuk melengkapi ketentuan internal terkait proses diversi 
mengenai kriteria fasilitator agar dapat lebih mendukung maksimalnya 
pelaksanaan upaya diversi pada tahap pemeriksaan di persidangan. 
2. Penyidik, penuntut umum dan hakim anak harus diberikan pelatihan oleh 
instansi internal masing-masing terkait pendidikan teknis tata cara 
musyawarah diversi dan perannya sebagai fasilitaor supaya pelaksanaan 
diversi dapat lebih optimal dan pihak Polres Sleman harus memperbaiki 
sarana dan prasana yang ada dengan menyedikan ruangan khusus yang 
nyaman dan ramah anak guna pemeriksaan anak dan pelaksanaan 
musyawarah diversi serta dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang 
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